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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver
tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk
mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka
keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini
menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian
taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum in concreto. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan
dengan metode analisis normatif kualitatif, content analysis dan comparative analysis. Hasil
penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa
identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan
perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf
sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan
pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal
dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu
kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka
keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada
peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa
identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung
jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat
Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan
Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak
disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.Kata Kunci: Legalitas Penggunaan Kadaver
Tanpa Identitas, Tanggung Jawab Hukum, Praktikum Pendidikan IImu Kedokteran.A A
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